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ABSTRACT

Regarding the validity of standard agreements that in this case the agreement between Perusda taps with the fact that the customer is considered to contain weakness especially if connected or in terms of Article 1320 Article 1338 BW BW Jo. Said to contain a weakness because the agreement contained no standard agreement (consensus) in the broad sense of the two sides, but only one-sided. While the applicant in giving the deal is only fictitious. Thus the standard agreement not only contains a weakness, but also deviated from the principles contained in Article 1320 BW 1338 BW Jo chapter. So it can be said of the legality standard agreement when viewed from Article 1320 Article 1338 BW BW Jo formally it can be said that the agreement is not valid standards. But this case we are faced with the problems that inevitably recognize the existence of a standard agreement as a means to meet the many needs of the community in supporting the survival, growth becomes vital as a means of fulfilling the primary requirement.
Attachment problems of the parties to the standard agreement of the parties is able to foretell anything, as long as it is not contrary to law and morality, and what was agreed legally binding like a law. In relation to the standard agreements held by Perusda taps and customers or consumers, as long as it is agreed upon standard agreement and there is no injured party then the agreement is considered valid as stated in article 1338 paragraph (1) BW. Moreover, the standard agreement which became the object of the agreement is a vital means (water consumed) which is a primary need that is impossible to ignore by all humans in his life. This should be acknowledged its existence.
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam masyarakat dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepastian hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Khusus dibidang perjanjian standart di sini, akan penulis fokuskan pada bidang perjanjian standart antara  PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda dengan pelanggan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu format perjanjiannya. Untuk itu penulis ingin meninjau dari aspek hukumnya. Perjanjian standart tersebut tidak hanya dikenal dalam perjanjian yang diadakan oleh PERUSDA PDAM, akan tetapi juga dikenal dalam perjanjian lainnya, misalnya perjanjian standart, perjanjian sewa beli angkutan laut, udara, Asuransi standart.

Mengingat perjanjian standart ini banyak macamnya seperti yang telah disebutkan di atas, untuk itu agar lebih mudah dalam memahami pembahasan ini maka penulis akan memfokuskan pada format perjanjian yang telah dibuat atau dipersiapkan terlebih dahulu oleh PERUSDA PDAM. Sebagaimana telah disinggung diatas, mengenai perjanjian standart yang didalam bentuk perjanjiannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM. Sedangkan pihak pelanggan atau kosumen tinggal menyatakan setuju atau tidaknya terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam format yang disodorkan padanya.

Dalam menghadapi praktek yang demikian itu, calon pelanggan pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan untuk menjadi pelanggan akan gagal. Sedangkan air merupakan kebutuhan primer yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola air sebagai penunjang kehidupan hajat orang banyak, perlu diatur dan ditertibkan selain itu dapat dijadikan sebagai aset pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.

Atas dasar kewenangan yang diberikan Pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pelanggan, PERUSDA PDAM membuat suatu format perjanjian standart. Adapun bentuk dan isinya ditentukan oleh PERUSDA PDAM. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar proses pengajuan permohonan oleh pelanggan.

Mengenai pemasangan saluran air minum, calon langganan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulis yang disediakan yang dapat diperoleh di kantor PERUSDA PDAM/BPAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah sambungan rumah langganan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi langganan kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda-denda lainnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh PERUSDA PDAM/BPAM. Pengaliran kembali air minum yang telah ditutup/diputus dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PERUSDA PDAM/BPAM.

Para langganan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PERUSDA PDAM/BPAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air tersebut. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PERUSDA PDAM/BPAM.

Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, maka dapat dipasang kran umum. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air langsung ke rumahnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian standart yang dibuat terlebih dahulu formatnya bila ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1338 KUH Perdata ?

2. Bagaimana pula keterikatan para pihak dalam perjanjian standart atau klausula perjanjian standart ?

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perjanjian Standart

Sebelum menguraikan pengertian format perjanjian standart antara PERUSDA PDAM dengan pelanggan di Samarinda, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian perjanjian pada umumnya. Hal ini perlu, agar dapat dimengerti secara luas tentang arti perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat dalam KUH Perdata yang dikenal istilah Persetujuan yang dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Bahwa umumnya perjanjian itu bersumber kepada kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Adapula bersumber pada suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum dari salah satu pihak, tetapi mengakibatkan adanya perhubungan hukum kedua belah pihak yang memenuhi syarat perjanjian.

M. Yahya Harahap, S.H., memberikan rumusan perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian atau Verbintennis mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh potensi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

Penafsiran lebih jauh tentang pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H. : “Rumusan itu hanya bersifat sepihak, hal ini terlihat dari kata-kata, satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Dengan demikian tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut. Rumusan perjanjian terlampau luas, karena mencakup hal-hal perjanjian-perjanjian perkawinan yang diatur dalam hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan Buku III KUH Perdata adalah perjanjian antara standartur dalam lapangan hukum kekayaan. Selain itu juga mencakup pengertian perbuatan melawan hukum (onrechimatige daad) yang tidak ada mengandung unsur konsensus dalam suatu persetujuan. Tanpa menyebut tujuan, dalam rumusan pasal tersebut kita tidak melihat untuk apa para pihak mengadakan perjanjian sehingga tujuan mengikatkan diri dalam perjanjian tidak jelas.

Dikatakan juga perjanjian mempunyai sifat yang dapt dipaksakan, artinya standartur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, yang memberi standartur kemampuan untuk memaksa calon pelanggan memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Sehingga apabila calon pelanggan enggan memenuhi kewajibannya, hukum memberi standartur perlindungan atas hak untuk melaksanakan sanksi hukum berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa (dwangsom) melalui pengadilan. Tetapi terhadap sifat yang dapat dipaksakan ini terdapat juga pengecualian pada Natuurlijke Verbintennis, yaitu perjanjian tanpa kekuatan memaksa.

Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai dua asas umum yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsesualisme. Asas kebebasan berkontrak berarti suatu asas yang memberikan kepada para pihak dalam perjanjian untuk berbuat leluasa atau bebas di dalam membuat  perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas konsesualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian apabila telah ada kata sepakat diantara para pihak. Disamping itu juga, hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung sistem terbuka yang berarti hukum perjanjian itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berupa apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka mengandung arti bahwa ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata merupakan hukum pelengkap (aanvulled recht) karena para pihak dapat menambahkan atau memperluas isi perjanjian dari ketentuan dalam  KUH Perdata.
Kerja sama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama, khususnya dalam perjanjian standart antara PERUSDA PDAM dan pihak pelanggan (konsumen). Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak-kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya. Diantaranya yang paling sering digunakan adalah kontrak-kontrak sebagai berikut :

· Kontrak lisensi;

· Kontrak franchise;

· Kontrak distribusi;

· Kontrak agensi;

· Kontrak lainnya.

B. Ciri Perjanjian Standart

Sebagai ciri dari standart kotrak kita dapat melihat dalam bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PERUSDA PDAM kemudian disodorkan kepada pelanggan. Secara formal pelanggan menyetujuinya, materiilnya pelanggan terpaksa menerimanya. Dengan menyetujui pelanggan juga menandatangani, karena bila tidak menyetujui berarti permohonan berlangganan menjadi gagal, sedangkan pelanggan sangat membutuhkan sekali air dari PERUSDA PDAM.

Persyaratan-persyaratan ditentukan oleh pihak PERUSDA PDAM. Selembar dari syarat-syarat perjanjian sudah dicetak dilampirkan pada surat akta. Jelaslah bahwa dasar berlakunya perjanjian perjanjian standart ini didasarkan atas fiksi. Pelanggan dianggap menyetujuinya sungguhpundalam kenyataan ia tidak mengetahui isinya.

Kalau perjanjian perjanjian standart itu kita amati lebih mendalam lagi, maka perjanjian kontrak dibedakan dalam dua bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok sedangkan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.

C. Sifat Perjanjian Standart

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII buku III BW tidak terdapat ketentuan perjanjian standart. Bahkan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian stanndart.

Perjanjian standart khususnya antara PERUSDA PDAM dengan pihak pelanggan hanya disinggung dalam Pedoman-Pedoman Pokok tentang Pelayanan Air Minum yaitu bab IV tentang pemasangan saluran air minum dan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “calon langganan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan yang dapat diperoleh di kantor PERUSDA PDAM/BPAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan”.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian bertujuan untuk memenuhi dengan sempurna segala isi dari ketentuan yang telah diperjanjikan sesuai dengan kehendak yang disetujui oleh para pihak. Untuk pemenuhan isi perjanjian tersebut diperlukan suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini dapat diwujudkan melalui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh satu pihak, yang merupakan hak dari pihak lain dan sebaliknya.

Akan tetapi kondisi seperti itu tidak otomatis berlaku.  Artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama. Setelah tujuan tersebut tercapai maka para pihak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari hak-hak masing-masing.

E. Asas-asas Kontrak Dalam KUH Perdata

Beberapa asas dari kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1) Hukum kontrak bersifat hukum mengatur

Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu :

a. Hukum Memaksa (dwingend recht, mandatory law), dan

b. Hukum Mengatur (aanvullen recht, optional law).
2) Asas kebebasan berkontrak

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak

b. tidak dilarang oleh undang-undang, dan

c. sesuai dengan kebebasan yang berlaku, dan

d. sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

3) Asas pacta sun servanda
Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).

4) Asas konsensual dari suatu kontrak

Hukum kontrak kita juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah terpenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara kedua pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisanpun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum.

5) Asas obligator dari suatu kontrak

Menurut hukum kontrak kita, suatu kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah stelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan (zakelijke overeenkomst). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan “penyerahan” (levering).
III. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang format perjanjian standart antara PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda dengan pelanggan.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

IV. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa isi dan bentuk dari perjanjian standart telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM, sedangkan pihak pemohon (calon pelanggan) hanya menyatakan setuju atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir yang disodorkan kepadanya.

Dalam menghadapi praktek perjanjian yang demikian itu calon pelanggan (konsumen) pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab apabila calon pelanggan tidak menyetujui ketentuan yang ada pada formulir permohonan pemasangan saluran air berarti permohonannya akan gagal, sedangkan calon pelanggan tersebut sangat membutuhkan sekali saluran air minum tersebut guna kebutuhan hidup sehari-hari.

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian standart ini sebenarnya mengandung kelemahan terutama bila dihubungkan atau ditinjau dari pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak.

Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian standart tidak saja mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo pasal 1338 BW. Sehingga dapat dikatakan masalah keabsahan perjanjian standart bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian standart tidak sah.

Bila kita tinjau kembali pada Pasal 1320 BW yang merupakan sebagai pasal yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian standart diketahui bahwa calon pelanggan dalam memberi kesepakatannya memang tidak dipaksa akan tetapi ada rasa keterpaksaan, karena kalau tidak menyetujui maka jelas permohonannya akan gagal. Sehingga dengan terpaksa calon pelanggan menyetujui dan menandatangani formulir yang telah ditentukan oleh pihak PERUSDA PDAM itu sendiri, tanpa dibacakan sebelumnya.

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan, sebab di satu sisi timbulnya perjanjian standart tidak dilatar belakangi oleh kaum ekonomi tinggi, tetapi dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan. Sedangkan di sisi lain, pemberian atau pelepasan perjanjian standart tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha PERUSDA PDAM dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam penyaluran air itu sendiri yang memerlukan dukungan baik financial maupun keamanan dan tata tertib dalam pengelolaannya.

B. Keterikatan Para Pihak Dalam Perjanjian Standart atau Klausula Perjanjian Standart

Sendi utama hukum perjanjian terhadap Pasal 1338 BW dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang.

Dengan demikian persoalan pokok dalam masalah perjanjian standart ialah bagaimana cara menempatkan perjanjian standart itu dalam kerangka hukum perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apa yang telah disepakati para pihak mengikat bagaikan undang-undang. Apabila asas kebebasan berkontrak itu kita ikuti sepenuhnya, hal itu berarti bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak bisa melepaskan diri dari klausula perjanjian standart yang telah disetujuinya.

Dalam suatu perjanjian standart sebenarnya tiada “kebebasan” para pihak, setidak-tidaknya bagi pihak yang dihadapkan pada klausula perjanjian standart. Dengan demikian perjanjian standart berlaku dalam kerangka hukum perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam bentuk seutuhnya. Sekarang banyak dilakukan intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak itu, baik melalui perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan hakim. Kecenderungan untuk melakukan intervensi dan restriksi itu makin lama makin menguat.

Dengan bertambah banyaknya perjanjian standart, kini dalam artian tertentu asas kebebasan berkontrak juga berkurang. Tidak lagi ada kesempatan bagi para pihak untuk membicarakan sebelumnya mengenai klausula-klausula perjanjian apa saja yang akan mereka sepakati. Perjanjian-perjanjian kini ditampilkan dalam bentuknya yang utuh oleh salah satu pihak.

Ada suatu gejala yang dari segi hukum seolah-olah tampak sebagai suatu kontradiksi. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law (yang tidak menganut sistem kodifikasi), di negara-negara yang menganut sistem Civil Law (yang menganut sistem kodifikasi seperti halnya negara Indonesia) perundang-undangan di bidang perjanjian standart khususnya yang memberikan perlindungan kepada para konsumen, justru tidak begitu banyak jumlahnya. Negara-negara ini lebih banyak memberikan kesempatan pada putusan-putusan hakim.

Jadi masalah keterikatan para pihak terhadap klausula perjanjian standart adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Sehubungan dengan perjanjian standart yang diadakan oleh PERUSDA PDAM dan pelanggan atau konsumen, selama perjanjian standart itu disepakati dan tidak ada pihak yang dirugikan maka perjanjian itu dianggap sah sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Apalagi dalam perjanjian standart yang menjadi obyek perjanjian adalah sarana vital (air yang dikonsumsi) yang merupakan kebutuhan primer yang tidak mungkin diabaikan oleh segenap manusia dalam hidupnya, hal ini harus diakui eksistensinya.
V. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai keabsahan perjanjian standart yang dalam hal ini perjanjian antara PERUSDA PDAM dengan pihak pelanggan ini sebenarnya kalau diperhatikan mengandung kelemahan terutama bila dihubungkan atau ditinjau dari pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian standart tidak saja mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo pasal 1338 BW. Sehingga dapat dikatakan masalah keabsahan perjanjian standart bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian standart tidak sah. Namun hal ini kita dihadapkan pada permasalahan yang mau tidak mau mengakui eksistensi perjanjian standart sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam menunjang kelangsungan hidup, pertumbuhan ekonomi yang menjadi sarana vital sebagai pemenuhan kebutuhan primer.

2) Masalah keterikatan para pihak terhadap perjanjian standart adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang. Sehubungan dengan perjanjian standart yang diadakan oleh PERUSDA PDAM dan pelanggan atau konsumen, selama perjanjian standart itu disepakati dan tidak ada pihak yang dirugikan maka perjanjian itu dianggap sah sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Apalagi dalam perjanjian standart yang menjadi obyek perjanjian adalah sarana vital (air yang dikonsumsi) yang merupakan kebutuhan primer yang tidak mungkin diabaikan oleh segenap manusia dalam hidupnya. Hal ini harus diakui eksistensinya.
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghilangkan kesan para calon pelanggan terhadap format perjanjian standart yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM, seyogyanya format perjanjian standart itu disosialisasikan terhadap masyarakat sebagai calon pelanggan agar mengetahuinya dan tidak merasa terjebak akibat format perjanjian standart tersebut.

2. Untuk menghindari adanya syarat-syarat yang merugikan pihak pelanggan, maka sebaiknya isi perjanjian standart perlu diseragamkan, sehingga Pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan mudah.

3. Dalam kenyataannya perjanjian standart antara PERUSDA PDAM dengan pihak pelanggan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan di masyarakat, maka pengawasan oleh Pemerintah seyogyanya diperluas, tidak terbatas pada perjanjian standart yang dibuat oleh PERUSDA PDAM.
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